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PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2020/PA.MTK

e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana

tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Buruh Harian, tempat kediaman di Kampung Kelurahan Menjelang,

Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Payung, Kecamatan

Payung, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan
Register perkara Nomor 0281/Pdt.G/2020/PA.MTK hari itu juga, telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama
Kecamatan Payung, pada tanggal 25 Januari 1999, sebagaiman tercantum
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 26 Januari 1999;
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2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka dan

Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah
bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung
yang bernama :

a. Anak 1, perempuan,

umur 21 tahun;

b. Anak 2, laki-laki, umur 16

tahun;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah
berkumpul bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Payung selama
lebih kurang 2 Tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah kediaman bersama di Desa Payung sampai Pemohon

dan Termohon berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan
Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus
2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah,
yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang penyebabnya adalah :

a. Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk
tinggal bersama dengan Pemohon di Mentok, Kabupaten Bangka
Barat;

b. Termohon tidak mau mengurusi dan melayani

Pemohon sebagai seorang isteri;

6. Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon
terjadi pada bulan September 2019 yang disebabkan Termohon tidak ingin
mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di
Mentok, Kabupaten Bangka Barat dan akibat dari pertengkaran tersebut
Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama adalah Termohon;
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7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan

Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali

membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmabh;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah
diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon berusaha untuk bersabar
dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan
akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga

bersama Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum

pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan

sidang Pengadilan Agama Mentok;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan
yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang,
sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan,

meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi
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dan patut, Termohon juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan
nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Termohon, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan oleh karena Termohon
tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat
didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,

Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:
1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx an. Pemohon, yang aslinya
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payung pada tanggal 26 Januari 1999,
bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P)

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Menjelang, Kecamatan
Mentok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon

bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
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- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri yang sah;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah

orang tua Termohon di Desa Payung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak kandung yang bernama Anak 1, perempuan, umur 21 (dua puluh
satu) tahun, dan Anak 2, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun, dan
semua anaknya ikut bersama Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

terjadi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal
bersama dengan Pemohon di Mentok;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang mengakibatkan

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal lebih kurang dari 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon,
karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kampung
Menjelang Baru Kecamatan Muntok, padahal Pemohon bekerja di
Muntok;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah

kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kampung Menjelang Baru,
Kecamatan Muntok sedangkan Termohon saat ini berada di Desa
Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak

saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pernah diupayakan damai oleh saksi dengan menasehati
Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Desa Air Putih Kecamatan
Muntok Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon
kakak kandung saksi yang bernama Pemohon sedangkan Termohon
bernama Termohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sabh;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka Sedangkan

Termohon berstatus Perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah

orang tua Termohon di Desa Payung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak kandung yang bernama Anak 1, perempuan, umur 21 (dua puluh
satu) tahun, dan Anak 2, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun, dan
semua anaknya ikut bersama Termohon;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lau
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rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon dan Termohon
bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan sering
cekcok, serta saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon
sudah saling tidak berkomunikasi lagi ketika anak mereka menikah, dan
kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

terjadi sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal
bersama dengan Pemohon di Mentok;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang mengakibatkan

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat
tinggal lebih kurang dari 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon,
karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kampung
Menjelang Baru Kecamatan Muntok, padahal Pemohon bekerja di
Muntok;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah
kurang lebih 2 (dua) tahun;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kampung Menjelang Baru,
Kecamatan Muntok sedangkan Termohon saat ini berada di Desa

Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
saling mempedulikan lagi;
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- Bahwa pernah diupayakan damai oleh saksi dengan menasehati
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan
Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan
tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan
dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan
Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49
Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal
63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal
66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta

memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan
perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Payung
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak
mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19
Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 Huruf (f)
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Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legitima
persona standi in judicio) untuk mengajukan Permohonan izin untuk

menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya
perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan
perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1)
Peratuan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak

pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar
Pemohon bersabar dan dapat kembali rukun dengan Termohon pada setiap
sidang pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon

tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1
tahun 1974 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik
dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan,
maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149

ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di
dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang
dimurkai Allah dan undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip
mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi
bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari
kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk
membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon dianggap telah
mengakui kebenaran dalil- dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan Hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh
Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah
disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah
memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan
pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon
terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti,

dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, yang
menerangkan di depan persidangan, diperiksa satu persatu, dan terlebih dahulu
mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat

formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta
yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan
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lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak 2 (dua) tahun yang lalu yang disebabkan Termohon tidak mau ikut
Pemohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Mentok, dan akibat
pertengkaran tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dengan
Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah sebagai
keluarga/orang dekat Pemohon sehingga dalam memeriksa perkara ini telah
memenuhi maksud pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat
bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum
tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah
sejak tanggal 25 Januari 1999;

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis,
namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau ikut
Pemohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Mentok, dan akibat
pertengkaran tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dengan
Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi
sampai sekarang;

4. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan permohonan
Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. “Antara suami dan isteri*: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon
dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

2. “Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” : fakta hukum pada
angka 3 telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu
dikarenakan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal bersama
dengan Pemohon di Mentok, dan akibat pertengkaran tersebut sejak 2 (dua)
tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
dan tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur ini
secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka
4 dimana usaha mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga, tetapi tidak
berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon telah berhasil
membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyakinkan. Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah
dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana disebutkan di
dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan
apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon
sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang isteri tidak akan dapat
melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam
Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan
menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;
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Menimbang, bahwa Majelis berpendapat fakta hukum tersebut juga telah
memenuhi norma hujjah syar’iyyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus

Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

adlasl> 3595 iz gioll @Ml 9 LoVl ol

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga

ada alasan untuk itu.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis
Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak
melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya
perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus
dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan
perundang-undangan serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Mentok;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 961.000,- (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I
sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ahmad Fathoni, S.H.I Nailasara Hasniyati, S.H.I
Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I
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Perincian Biaya Perkara:

. Biaya Pendaftaran  : Rp. 30.000,00
. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
. Biaya Panggilan : Rp. 820.000,00
. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 961.000,00

(Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

o o~ WDN PP
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